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ABSTRAK 

Ali Ramadan, 202320251023, 2025 

Kasus pencemaran nama baik merupakan isu yang semakin relevan di era digital, terutama 

pada tahun 2024, di mana Undang-Undang ITE sering dianggap sebagai regulasi yang 

membatasi hak kebebasan berekspresi. Meskipun pada tujuan utamanya Undang-Undang ITE 

dirancang untuk melindungi masyarakat dari penyebaran informasi yang merugikan hak-hak 

individu, banyak pihak berpendapat bahwa penerapannya sering kali tidak seimbang dan dapat 

disalahgunakan untuk mengekang kritik atau pendapat yang sah.  

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-

undangan dan studi kasus serta studi literatur yang ada guna menjawab dua permasalahan 

penelitian yakni pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui 

media sosial dan formulasi kebijakan pidana yang akan datang terkait dengan penghinaan atau 

pencemaran nama baik melalui media sosial. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam konteks penegakkan hukum pidana, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum 

terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Penegakkan 

hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial diatur 

dalam Undang-Undang ITE khususnya pada Pasal 27A junto Pasal 45. Meskipun ada kritik 

yang menyatakan bahwa Undang-Undang ITE dapat membatasi kebebasan berekspresi, 

penting untuk dicatat bahwa tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan 

ruang digital yang aman, di mana hak individu untuk berekspresi tidak mengorbankan hak 

orang lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika tuduhan pencemaran nama baik tersebut 

tidak dapat dibuktikan, pelapor dapat dikenakan pasal fitnah. Kemudian untuk formulasi 

Kebijakan Pidana Yang Akan Datang Terkait Dengan Penghinaan Atau Pencemaran Nama 

Baik Melalui Media Sosial perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam merumuskan 

kebijakan yang ideal terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, antara lain: 1) 

Revisi Kembali beberapa Pasal yang bias di dalam Undang-Undang ITE; 2) Penyempurnaan 

Definisi dan Penafsiran, seperti frasa “orang lain”, “kepentingan umum” dan “penghinaan” 3) 

Penambahan kriteria Objektif;  4) Batasan pada Kritik terhadap Pemerintah; 5) Penegakkan 

hukum yang lebih proporsional dan transparan; 6) Peran dari Pasal 433 KUHP Baru; 7) 

Integrasi antara Undang-Undang ITE dan KUHP Baru.. 

Kata Kunci:  Penegakan Hukum, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Formulasi 

Kebijakan, Undang-Undang ITE 
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ABSTRACT 

Ali Ramadan, 202320251023, 2025 

Defamation cases are an increasingly relevant issue in the digital era, especially in 2024, 

where the ITE Law is often considered a regulation that limits the right to freedom of 

expression. Although the main purpose of the ITE Law is designed to protect the public from 

the spread of information that is detrimental to individual rights, many argue that its 

application is often unbalanced and can be misused to curb legitimate criticism or opinions. 

By using normative legal research with a statutory regulatory approach and case studies as 

well as existing literature studies to answer two research problems, namely criminal liability 

for perpetrators of defamation through social media and the formulation of future criminal 

policies related to insults or defamation through social media. 

The results of the study show that in the context of criminal law enforcement, Law Number 1 

of 2024 (ITE Law) functions as a tool to enforce the law against perpetrators of defamation 

committed through social media. Criminal liability for perpetrators of defamation committed 

through social media is regulated in the ITE Law, especially in Article 27A junto Article 45. 

Although there are critics who state that the ITE Law can limit freedom of expression, it is 

important to note that the main purpose of this law is to create a safe digital space, where the 

individual's right to express themselves does not compromise the rights of others. However, it 

is important to note that if the accusation of defamation cannot be proven, the reporter can be 

charged with slander. And the Formulation of the Upcoming Criminal Policy Related to Insults 

or Defamation Through Social Media needs to consider several aspects in formulating an ideal 

policy related to insults or defamation, including: 1) Revision of the ITE Law; 2) Improvement 

of the Definition and Interpretation of Related Articles. Clarity of phrases such as "other 

people", "public interest" and "insult" 3) Addition of Objective criteria; 4) Limitations on 

Criticism of the Government; 5) More proportional and transparent law enforcement; 6) The 

Role of Article 433 of the New Criminal Code; 7) Integration between the ITE Law and the 

New Criminal Code. 

Keywords:  Law Enforcement, Defamation, Social Media, Policy Formulation, ITE Law 
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